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oa.

KEPALA DESA TELUK BUTON,

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Tranmigrasi
Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023,Dana Desa
ditentukan penggunaanya untuk bantuan Langsung
Dana desa dalam mendukung Percepatan Penghapusan
Kemiskinan exstrem paling banyak 25% (duapuluh lima
perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;

Bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07 /2022
tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 20 Ayat 1 Dana
Desa untuk BLT Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima
manfaat BLT Desa Tahun 2023).



Mengingat

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 3902} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga
atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

. Undang-Undang mnomor 28 Tahun 1999 tetang

penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi dan nepotisme ( Lembaran negara Republik
Idonesia Tahun 1999 nomor 75);

. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerimtah Pusat dan
Pemeritah Daerah ( Lembaran negara Republik Idonesia
Tahun 2004 nomor 126);

. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa ( Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 7);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana



Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita negara
Republik Idonesia Tahun 2017 nomor 89);

8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita negara
Republik Idonesia Tahun 2016 nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita negara
Republik Idonesia Tahun 2018 nomor 611);

10.Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasmigrasi Republik Idonesia nomor 16 tahun 2019
tentang Musyawarah Desa ( Berita negara Republik
Indonesia Tahun 2019 nomor 1203);

11.Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita negara Republik
Indoesia Tahun 2020 nomor 1633);

12.Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trasmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (
Berita negara Republik Indoesia Tahun 2022 nomor 960);

13.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
negara Republik Indoesia Tahun 2022 nomor 1295);

14. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2018 Nomor 83).

15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna




Menetapkan

16.

LT

18.

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor
25).

Peraturan Desa Teluk Buton Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa
Selaut Tahun 2020 Nomor 2 );

Peraturan Desa Teluk Buton nomor 5 Tahun 2022
tentang Review Rencana Pembangunan Jangka menegah
Desa Tahun 2020-2026 ( Lembaran Desa Teluk Buton
Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Desa Teluk Buton nomor 6 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran
2023 ( Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2022 Nomor
6);

MEMUTUSKAN

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1

Desa adalah Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran
Utara Kabupaten natuna yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistim pemeritahan negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di
sepakati bersama Badan Permusyaratan Desa.
Pemerintah Desa adalah Penyeleggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat



dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemeritah desa yag
mempuyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah  tangga Desanya dan
melaksakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yag
melaksanakan fungsi pemeritahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
Peraturan Desa maupun Keputusan lainnya.

8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan
pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima
manfaat dan diputuskan melalui musyawarah desa
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima
Manfaat BLT desa adalah keluarga yang disepakati dalam
Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA
Pasal 2
BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai

sasaran penerima manfaat.

Pasal 3
Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 meliputi :




a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada hasil
muyawarah desa khusus tentang penetapan sasaran
penerima BLT DD tahun 2023.

b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapat dan
/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring
Pengaman sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPT), Kartu Prakerja,
dan Bantuan JPS lainya.

c. Keluarga Miskin ekstrem antara lain :

1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa
bersangkutan,dan diutamakan untuk keluarga miskin
ekstrem ;

2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit
menahun/Kkronis ;

3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut
usia ; dan/atau

4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4
Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran
penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA
Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12
(dua belas ) bulan sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2023;

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap
bulan;dan

(3) Penyaluran sebagaimaa dimaksud ayat (2) diberikan secara

langsung (cash) kepada penerima manfaat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:



Badan Permusyawaratan Desa Teluk Buton;

o P

Camat Bunguran Utara;
DPMD Kabupaten Natuna;

o o

Inspektorat Kabupaten Natuna.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam
Berita Desa Teluk Buton.
Ditetapkan di : Teluk Buton
pada tanggal, 30 Desember 2022
~. KBRALADESA TELUK BUTON
ffof— 11 N5\

Diundangkan di Teluk Buton
pada tanggal, 30 Desember 2022
DESA TELUK BUTON,

BERITA DESA TELUK BUTON TAHUN 2022 NOMOR 6
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